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BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang

BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI PESISIR BARAT,

bahwa untuk me nakan ketentuan Pasal 312
ayat 1 Undang—U§a mor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan , sebagaimana telah diubah
beberapa k ir dengan Undang-Undang Nomor

6 Tahuns20 an Pasal 104 ayat (1) Peraturan
Pemeri or 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuelﬁi aerah, Bupati wajib mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Rancangan Kerja Tahun 2026 yang
dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas Plafon
Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah
Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
pada tanggal ... November 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Barat Tahun Anggaran 2026;
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Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabu
Lampung (Lemba
Tahun 2012 No

ten Pesisir Barat di Provinsi
egara Republik Indonesia
, Tambahan Lembaran Negara
omor 5364);

Republik Ind i
Undang—l&ﬁD Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemeri aerah (Lembaran Negara Republik
Indoﬁesi ahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembar. Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);



https://jdih.pesisirbaratkab.go.id/

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT

0.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan = Keuangan  Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864),
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6793);

Peraturan Pemerin mor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuan ada Partai Politik (Lembaran
Negara Rep donesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan ran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972), Sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhi an Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
201% tang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerifitah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoneisa Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
(Lembaran Negara%blik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tam Lembaran Negara Republik
Indonesia No% 1);

Peratura P&e intah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembin dan Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemeri an Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesi Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 67);
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesi
Nomor 6883);

Peraturan Pe %& omor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisa % kan Fiskal Nasional (Lembaran
Negara ublik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2,
Tamba %mbaran Negara Republik Indonesia
Peraturfan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Pelayanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana
Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

Peraturan Menteri% Negeri Nomor 114 Tahun
2018 tentang St Teknis Pelayanan Dasar pada
Standar Pela inimal Bidang Urusan Kebakaran
Daerah Ka n/Kota (Berita Negara Republik
Indone 'a\%-\ 2018 Nomor 1619);

Pera@s enteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun
2018 tenstang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar
Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di

Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1419);
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  Anggaran
2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 727);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga
atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan
Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan  Dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri idikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomomg3 hun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayan %imal Pendidikan (Berita Negara
Republik Ii Tahun 2022 Nomor 677);

Peratu \ey eri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat §?&)r 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis
St;r% elayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum
dan idang Perumahan Rakyat (Berita Nagara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1006);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
tentang Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 204);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor
23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir
Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang
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Menetapkan

44.

45.

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah
Kabupaten  Pesisir Barat (Lembaran  Daerah
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Nomor 76);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13
Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retrebusi
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Barat Nomor 84);

MEMUTU %

PERATURA i TENTANG ANGGARAN
PENDAPA’% AN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGAQB

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Pasal 1

Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah Bupati unsur
penyelenggaran urusan pemerintah daerah yang
tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah
yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.
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4.

10.

11.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di
singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda
adalah Perda Kabupaten Pesisir Barat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya di singkat APBD adalah rencana Keuangan
tahunan Pemerintah Daerah yang di setujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya di singkat RPJMD adalah Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Jangka
Waktu 5 (lima) Tahun yang berisi visi, misi dan
Program Kepala Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya di
singkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan
rencana pembangunan tahunan daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya di
singkat RKA adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yangse, berisi rencana pendapatan,
rencana belanja %’n dan kegiatan perangkat
daerah (PD).

Kebijakan Anggaran yang selanjutnya di
singakat adalah dokumen yang

memuat keéhijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pem % erta asumsi yang mendasarinya untuk
peri(t? satu) tahun.

Priorita¥ Plafon Anggaran Sementara yang selanjunya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan

Perangkat Daerah (RKA-PD).

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah. APBD Tahun Anggaran 2026
berjumlah Rp. 779.899.342.092,00 dengan rincian
sebagai berikut :

a.
b.

C.

Pendapatan Daerah Rp. 779.899.342.092,00
Belanja Daerah Rp. 780.899.342.092,00
Defisit/Surplus Rp. -1.000.000.000,00
Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp. 1.000.000.000,00
2. Pengeluaran Rp. 0,00

Pembiayaan Netto Rp. 1.000.000.000,00
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Sisa Lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Rp. 0,00

Pasal 3
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026
direncanakan sebesar Rp. 779.899.342.092,00 (Tujuh
Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus
Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh
Dua Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang bersumber
dari:
a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer;
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4
(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.

60.908.253.871,00 nam Puluh Milyar Sembilan

Ratus Delapan Juta Ratus Lima Puluh Tiga Ribu
Delapan Ratus <{['u luh Satu Rupiah) yang terdiri
atas:

a. Pajak daeraly

b. Refri erah;
C. H%\ pengelolaan  kekayaan  daerah  yang

dipisdhkan;
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp. 23.851.026.157,00
(Dua Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh
Satu Juta Dua Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh
Tujuh Rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp.
1.502.748.180,00 (Satu Milyar Lima Ratus Dua Juta
Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus
Delapan Puluh Rupiah).
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(4)

(9)

(1)

(2)

(3)

(1)

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di
pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp. 2.429.479.534,00 (Dua
Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat
Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga
Puluh Empat Rupiah).

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 33.125.000.000,00 (Tiga
Puluh Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta
Rupiah).

Pasal 5
Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.
701.900.974.076,00 (Tujuh Ratus Satu Milyar
Sembilan Ratus Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh
Empat Ribu Tujuh uh Enam Rupiah), yang terdiri
atas:

a. Pendapatan tra% emerintah pusat; dan

b. Pendapata er antar daerah.

Pendapat sfer pemerintah pusat sebagaimana

dim %@ a ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
85.157.312,00 (Enam Ratus Tujuh Milyar

Tlga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Lima
Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah).

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp. 94.515.816.764,00 (Sembilan Puluh Empat Milyar
Lima Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Enam

Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar
Rp. 17.090.114.145,00 (Tujuh Belas Milyar Sembilan
Puluh Juta Seratus Empat Belas Ribu Seratus Empat
Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan hibah;

b. Dana darurat; dan

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp. O (Nol Rupiah).

(3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp. O (Nol Rupiah).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
sebesar Rp. 17.090.114.145,00 (Tujuh Belas Milyar
Sembilan Puluh Juta Seratus Empat Belas Ribu Seratus
Empat Puluh Lima Rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
direncanakan sebesar Rp. 780.899.342.092,00 (Tujuh
Ratus Delapan Puluh Milyar Delapan Ratus Sembilan
Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu

Sembilan Puluh Dua Rugpiah), yang terdiri atas:
a. Belanja operasipn

b. Belanja modads

c. Belanja tida uga; dan

d.

Pasal 8

Belanja$ i

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.
640.995.447.396,00 (Enam Ratus Empat Puluh Milyar
Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat
Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan
Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

Belanja pegawai;

Belanja barang dan jasa;

Belanja bunga;

Belanja subsidi;

Belanja hibah; dan

Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp.
487.571.290.201,00 (Empat Ratus Delapan Puluh
Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua
Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Satu Rupih ).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.
147.395.570.535,00 (Seratus Empat Puluh Tujuh

mo a0 T
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(4)
(9)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima
Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima
Rupiah).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp O (Nol Rupiah).
Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ddirencanakan sebesar Rp O (Nol Rupiah).
Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.504.186.660,00
(Tiga Milyar Lima Ratus Empat Juta Seratus Delapan
Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.
2.524.400.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh
Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

sal 9
Anggaran belan dal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ruf b direncanakan sebesar Rp.
15.057. 600 (Lima Belas Milyar Lima Puluh

Tujuh \Qit m Ratus Ribu Lima Ratus Dua Puluh

Rup% g terdiri atas:

modal tanah.

Belanja modal peralatan dan mesin.

Belanja modal bangunan dan gedung.

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

Belanja modal aset tetap lainnya;

Belanja modal aset tidak berwujud.

BelanJa modal tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol
Rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp. 2.784.450.520,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus
Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh
Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah ).

Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp. 3.589.500.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Delapan
Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

S0 o0 o
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(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp. 8.377.650.000,00 (Delapan Milyar Tiga
Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima
Puluh Ribu Rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah).

(7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.
3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah), yang terdiri atas
Belanja Tidak Terduga.

asal 11

(1) Anggaran belanj er sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7% d direncanakan sebesar Rp.
121.846.294.@ (Seratus Dua Puluh Satu Milyar
Delapan Rat mpat Puluh Enam Juta Dua Ratus
Sembil Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh
Ena %), yang terdiri atas:

a. Belanja'bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp.
1.331.162.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh
Satu Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.
120.515.132.176,00 (Seratus Dua Puluh Milyar Lima
Ratus Lima Belas Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu
Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026
direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar
Rupiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(1)

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan
sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah),
yang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya;

. Pencairan dana cadangan;

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

. Penerimaan pinjaman daerah;

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
dan

o oo o

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran

sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu

Milyar Rupiah).

Pencairan dana c%an sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hu irencanakan sebesar Rp O (Nol
Rupiah).

Hasil pe 'u&% ekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaima imaksud pada ayat (1) huruf c
dire ;%1 sebesar Rp O (Nol Rupiah).

Pene pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp O (Nol
Rupiah).

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp O (Nol Rupiah).

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp O (Nol Rupiah).

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan

sebesar Rp O (Nol Rupiah), yang terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;

b. Penyertaan modal daerah;

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

d. Pemberian pinjaman daerah; dan

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. O (Nol
Rupiah).

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (Nol
Rupiah.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp. O (Nol Rupiah).

Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. O (Nol
Rupiah).

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp. O (Nol Rupiah).

Pasal 15

Selisih antara angga pendapatan daerah dengan
anggaran belanj mengakibatkan terjadinya
defisit sebesar .000.000.000,00 (Satu Milyar

Rupiah). %
Pembiayaan yang merupakan selisih penerimaan

pembia erhadap pengeluaran pembiayaan
diredCanakah sebesar Surplus Rp. 1.000.000.000,00
(Satu ar Rupiah).

Pasal 16

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan

mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah,

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran

yang belum  tersedia anggarannya dan/atau

pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan

dalam perubahan APBD Kabupaten Pesisir Barat

Tahun Anggaran 2026.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat
mengganggu kegiatan pelayanan publik.
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(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia
dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Barat i terdiri dari:

1. Lampiran I asan APBD yang
iklasifikasikan Menurut
\ Kelompok dan Jenis Pendapatan,

Belanja, dan Pembiayaan;

2. II Ringkasan APBD yang
Diklasifikasi Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,

Akun, Kelompok, Jenis
Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja dan

Kesesuaian Menurut Urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan Beserta Indikator Dan
Target Kinerjanya;

S. Lampiran V Rekapitulasi  Belanja  Daerah
Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah
Daerah Dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan
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Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk
Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada
RPJMD dengan Rancangan APBD;

8. Lampiran VIII ~ Sinkronisasi Program, Kegiatan
dan Sub Kegiatan pada RKPD,
KUA dan PPAS dengan
Rancangan APBD;

9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas
dan Kegiatan Prioritas Nasional
Dengan Program Prioritas Daerah;

10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per
ongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI tar Piutang daerah;
12. Lampiran aftar Penyertaan Modal Daerah
dan Investasi Daerah Lainnya;

13. La '\)QIII Daftar Perkiraan Penambahan
dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah dan Aset Lain-Lain;

14. Lampiran XIV  Daftar Sub Kegiatan Tahun
Jamak (Multi Years);

15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;

16. Lampiran XVI  Daftar Pinjaman Daerah.

17. Lampiran XVII Keputusan Bupati tentang Target
Penerimaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Pasal 18

Bupati menetapkan  Peraturan  Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
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Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Barat dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 2 Desember 2025

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

Diundangkan di Krui
pada tanggal 2 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

@
N
TEDI ZADMIKO C-)v

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025 NOMOR 6

6092 12009121001



https://jdih.pesisirbaratkab.go.id/

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam menyusun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 telah
memuat dan memenuhi guna pemenuhan belanja mengikat dan belanja
wajib yang dilaksanakan secara terus menerus dengan jumlah yang cukup
untuk keperluan setiap bulan. Serta untuk terjaminnya kelangsungan
pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat. Antara lain belanja
gaji dan tunjangan biaya pendidikan, kesehatan dan melaksanakan
kewajiban pihak ketiga.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 A 31 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan efah;”sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang- g Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerinta ganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta j enjadi Undang-Undang, Anggaran
Pendapatan Dan Belanja e erupakan rencana keuangan tahunan

a

daerah yang ditetapkan d turan Daerah.

Pemerintahan Daera bupaten Pesisir Barat telah menyusun
rancangan Kebijakan Um Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Tahun
2026 yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2026 yang dilakukan
sesuai target kinerja makro daerah dan targer kinerja program daerah, dan
diselaraskan dengan pemutakhiran KEM PPKF Tahun 2026. Selanjutnya,
KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama dimaksud menjadi dasar
dalam penyusunan APBD TA 2026 dengan mengacu pada Pedoman
Penyusunan APBD TA 2026.

Sebagai tindak lanjut penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026,
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322) dimana sebagai implementasinya telah dikeluarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781) yang merupakan dasar penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
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Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
NOMOR 93



